GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR Y| TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf
a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023-2027;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1,

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari

tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan

Pelayanan Dasar.

. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang

selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah
dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-

langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan
SPM.

4. Pelayanan Dasar ...



L1,

12.

13.

14.

15.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar
yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara

minimal.

. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan

kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan

keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja ...



16.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 2

Renaksi Penerapah SPM Daerah Tahun 2023-2027 merupakan

dokumen perencanaan sebagai:

a.

(2)

pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target
penerapan SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan
pelayanan dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal; dan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen

perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan
Penerapan SPM;

c. BABIIl : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM,;

d. BABIV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan SPM; dan

e. BABV : Kesimpulan dan Saran.

Rincian dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun

2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal \5 AGWIVS 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

-

~gsas

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 MYy 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA\TENGGARA TIMUR,

d

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 0\-‘“

PARAF HIERARKI

Sekretaris Daerah

Kesra

Asisten Pemerintahan dan /‘

Plt. Kepala Biro Hukum
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Yl TAHUN 2024

TANGGAL : {35 AW 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027

1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur
urusannya sendiri sesuai karakteristik masing-masing daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penerapan otonomi daerah ini
diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan
kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman Daerah.

Implementasi otonomi daerah sebagaimana di atas dilaksanakan oleh
daerah berupa urusan konkuren (yang diserahkan ke daerah) danurusan
pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepada pemerintahan
dan dilaksanakan pula oleh kepala daerah) sebagaimanadiatur dalam Pasal
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan,
pelaksanaan otonomi daerah juga diarahkan untuk pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat yang terangkum dalam urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 ayat
(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi urusan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, serta urusan sosial.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan
dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun
terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu

pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.



1.2.

1.3.
1.3.1'

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penyelengaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar
pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai
dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga
kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat
yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima,
maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan SPM dengan

tujuan peningkatan pelayanan prima menuju Good Governance.

Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai

komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM
setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan
SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah
konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan

evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan
informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi NTT dalam mencapai sasaran meningkatnya
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen

pelayanan publik.

Kondisi Umum Wilayah
Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang
mempunyai 609 pulau dengan luas wilayah 247.931,54 Km2 yang terdiri dari
wilayah daratan seluas 47.931,54 Km2 dan wilayah lautan seluas
200.000 Km2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwapada
posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1.180 - 1.250 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut
Sawu.Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat
strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur)dan
berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera
Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan
dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut

Flores.




1.3.2.

1.3.3.

1.34.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1
Kotadengan wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur
7.005 km2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km2
(11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan
luas 180,27 km2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas
460,47km?2 (0,96 persen).

Topografi

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah
berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang
sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan di apit oleh
dataran tinggi atau perbukitan.

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas
wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 — 500 m di atas
permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen
memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahanada 38,07
persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15-40 persen, sedangkan
lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari
keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem
produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian
lahan basah maupun lahan kering.

Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-
Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau
Timor, memiliki struktur tanah yang labil.

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-
pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (Ring of Fire) dan dapat
dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga
terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi
lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

Demografi
Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus

Penduduk 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per Semester II Tahun
2022 sebanyak 5.543.239 jiwa.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total
penduduk Nusa Tenggara Timur, maka distribusi penduduk terbesar berada di
Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 471.202 disusul Kota Kupang
sebanyak 442.462 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 385.622 jiwa,
Kabupaten Manggarai sebanyak 331.299 jiwa dan Kabupaten Sikka
sebanyak 330.476 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah
penduduk terendah Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan
jumlah penduduk sebanyak 89.245 jiwa, disusul Kabupaten Lembata
sebanyak 142.348 jiwa dan KabupatenSabu Raijua sebanyak 149.623 jiwa.



1.3.5. Analisis Kebencanaan

Provinsi NTT sering disebut sebagai ‘supermarket bencana’
dikarenakan sejarah kejadian bencana yang sangat beragam. Hal ini dapat
terlihat jika ditilik berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang
dikeluarkan oleh BNPB sampai dengan tahun 2021 di Provinsi NTT tercatat
pernah mengalami sebanyak 829 kejadian bencana dengan dominasi
kejadian bencana cuaca ekstrem yang mencapai 35% dan banjir sebanyak
31%. Sebanyak 660 kejadian bencana di NTT atau 80% merupakan bencana
hidrometeorologis.

Dalam dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi NusaTenggara
Timur Tahun 2020-2024 (BNPB, 2021) tercatat terdapat 14potensi bencana di
NTT yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan
abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan
gunungapi, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah
penyakit, likuefaksi dan pandemic COVID- 19.

Tujuh jenis bencana prioritas, yakni banjir, cuaca ekstrem,
kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, gempa bumi dan
tsunami, memiliki rata-rata tingkat ancaman sedang dan tinggi,
keterpaparan penduduk tinggi, serta potensi kerugian tinggi. Sementara
epidemi/wabah penyakit dan konflik sosial tergolong berisiko sedang
karena tingkat ancaman yang sedang dan potensi kerugian sedang,
walaupun indeks penduduk terpapar tinggi. Dua ancaman lain, gelombang
ekstrim dan abrasi tergolong berisiko rendah karena tingkat ancaman dan
indeks penduduk terpapar yang rendah, walaupun indeks kerugiannya
tinggi.

Ancaman gempa bumi digolongkan tinggi di beberapa wilayah karena
posisi NTT yang berada di zona subduksi lempeng bumi Euro Asia dan
Australia serta adanya beberapa sesar aktif di sebelah utara Alor, sebelah
utara Flores, bagian barat Sumba dan selatan Timor. Kerentanan terhadap
gempa terutama disebabkan karena rentannya infrastruktur dan bangunan
serta kepadatan penduduk.Oleh karenanya, kerentanan tinggi terhadap
ancaman gempa terjadi di wilayah perkotaan, selain itukerentanan gempa
tergolong sedang.

Ancaman tsunami secara umum di NTT ada pada tingkat sedang
sampai tinggi, terutama yang tingkat ancaman tinggi seperti daerah pesisir
selatan Pulau Tmor, Pulau Rote, Pulau Sumba, pesisir utara Pulau Flores, Kep.
Alor dan Pulau Lembata. Walaupun data DIBI mencatat ada5 kali tsunami di
NTT (3 kali di Sikka dan 2 kali di Flores Timur), sumber lain juga mencatat
kejadian tsunami di Sumba (1977) dan di Lembata (1979). Kerentanan
terhadap tsunami rata - rata tergolong sedang sampai tinggi, terutama di

wilayah pesisir dengan ancaman tsunami dan terdapat permukiman



Ancaman letusan gunung api tergolong tinggi di Nagekeo dan sedang
di wilayah bergunung api lainnya yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai
Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.
Catatan DIBI menunjukkan 11 kali letusan di wilayah - wilayah tersebut
dalam 50 tahun terakhir. Kerentanan terhadap ancaman tersebut rata -
rata tinggi, karena luasnya wilayah yang berpotensi terkena dampak di
sekitar gunung berapi, yakni rata - rata 500 sampai dengan 3000 ha.
Wilayah terkena dampak terluas ada di Nagekeo, yang menempatkan
kabupaten ini sebagai paling rentan terhadap letusan gunung api.

Tanah longsor tergolong tinggi dan pernah terjadi di hampir semua
kabupaten di NTT, terutama di wilayah — wilayah dengan tingkatkelerengan
tinggi seperti di Flores, Alor dan beberapa daerah di Timor dan Sumba.
Kerentanan terhadap longsor juga ada ditingkat sedang dan tinggi yang
ditentukan oleh kepadatan bangunan dan infrastruktur,termasuk jalan dan
potensi penduduk terpapar dampak, baik dampak fisik maupun sosial

ekonomi.

Ancaman banjir termasuk tinggi dan sudah pernah terjadi di seluruh
kabupaten di NTT, kecuali Sabu Raijua. Di Kabupaten Kupang dan Malaka,
banjir merupakan bencana tahunan sedangkan di kabupaten lain seringkali
terjadi banjir dengan longsor seperti di Ende, Flores Timur dan Manggarai.
Tingkat kerentanan wilayah — wilayah di NTT terhadap banjir rata - rata
sedang sampai tinggi, yang meliputi 10 kabupaten/kota. Kerentanan rendah
hanya terdapat di Kabupaten Sumba Barat, SumbaBarat Daya dan Sumba
Tengah.

Ancaman kekeringan adalah ancaman dengan tingkat tinggi di NTT
dan seringkali memicu terjadinya rawan pangan dan menurunnya debit air
baku sebesar 50%. Rata - rata semua kabupaten di NTT memilikikerentanan
tinggi terhadap kekeringan. Hal ini terutama disebabkan karena
kecenderungan rendahnya curah hujan dan ketergantungan terhadap hujan
untuk produksi pangan.

Ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tergolong rendah di banyak
wilayah di NTT, dan tinggi di wilayah — wilayah pesisir pulau - pulau kecil.
Tingkat kerentanan di beberapa vii wilayah di sepanjang NTT berpotensi tinggi
dan mengancam pesisir pulau - pulau kecil.

Kerentanan terhadap gelombang ekstrim juga terjadi di wilayah pesisir, dan
secaraumum tergolong sedang.

Ancaman bencana epidemi/wabah penyakit di NTT masih didominasi
oleh masalah malaria dan DBD (demam berdarah dengue) yang terjadi di
semua kabupaten/kota, walaupun tingkat ancamannya rata-rata rendah,
kecuali di Kab. Sumba Barat, Lembata, Ende dan KotaKupang. Walaupun
ancaman tergolong rendah, tetapi tingkat kerentanan terhadap



di hampir seluruh wilayah di NTT. Sehinggasecara keseluruhan, risiko wabah
penyakit terindeks sedang.

Ancaman bencana kegagalan teknologi yang terjadi di NTT terutama
adalah kebakaran hutan/lahan yang dikategorikan tinggi, terutama
kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di seluruh wilayah di NTT.
Tingkat kerentanan terhadap kebakaran hutan di sebagian besar wilayah
adalah sedang, kecuali di Flores Timur, Sumba Timur, Sumba Barat,
Kabupaten Kupang dan Sikka yang tinggi.

Ancaman konflik sosial di NTT tergolong berpotensi sedang, kecuali di
Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Alor serta di seluruh Pulau
Sumba. Konflik antara lain karena kemajemukan tinggi dan juga kerap
terjadi konflik perebutan sumber daya alam. Rata - rata wilayah di NTT
memiliki kerentanan sedang terhadap konflik sosial.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

perkapita menurut Lapangan Usaha (LU) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022 sebesar Rp.21,72 juta atau meningkat Rp.1,14 juta
dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.20,58 juta. Data ini dapat
menggambarkan bahwa pendapatan tiap penduduk NTT secara rata- rata
pada Tahun 2022 mencapai Rp.20,58 juta.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian NTT tahun 2022 tumbuh sebesar 3,05 persen atau
meningkat 0,53% dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,52%, Pertumbuhan
ekonomi terbesar pada tahun 2022 terjadi pada lapangan usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 18,40 persen,
diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,08 persen dan Lapangan Usaha Industri
Pengolahan sebesar 6,67 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada
tahun 2022, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih
memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi
NTT dengan nilai sebesar 1,05 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 0,82 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar
0,44 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih
mendominasi perekonomian NTT pada tahun 2022 dengan kontribusi
sebesar 29,60 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi
sebesar 12,82 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran,

dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,05 persen.




14.

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM
pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM
melakukan serangkaian proses perencanaanstrategiyang dirumuskan dengan
mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam
penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan
penerapan SPM.Strategitim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi
Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal
yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Provinsi
NTT yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM.
Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan
Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang
berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM
dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi
Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan
yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta
ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di
daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah
dalam  pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun

Kabupaten /Kota.



BABII
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi NTT 2023-2027
terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2022

SPM Bidang Pendidikan
Provinsi
Pendidikan Menengah Pendidikan

Provinsi Khusus

Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam

berpartisipasi dalam pendidikan menengah pendiddikan menengah
Jumlah Total Yang Jumlah Capaian Jumlah Total Yang Jumlah Capaian
Harus Dilayani Orang (%) Harus Dilayani Orang (%)
Terlayani Terlayani

NTT 928 928 100 44 44 100

Sumber: LaporanSPM Daerah



2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2022

SPM Bidang Kesehatan
(Provinsi)

Pelayanan Kesehatan bagi penduduk

Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada

Provinsi terdampak krisis kesehatan akibat bencana ey . 1
atau berpotensi bencana provinsi kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi
Jumlah . Jumlah Jumlah T
TotalYang Jmonlah CapHin TotalYang Orang Capeniy
H Orang (%) .
arus Waflaeadi Harus Terlayani
Dilayani Y Dilayani
NTT 12.376 12.376 100% 3.042 3.042 100%

Sumber : LaporanSPM Daerah




2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi NTT Tahun 2022

Pemenuhan kebutuhan air minum curah

lintas Kabupaten/Kota

Penyediaan pelayanan pengolahan limbah
domestik regional lintas Kabupaten/Kota

Provinsi Jumlah
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Orang Capaian(%)
TotalYang Orang (%) TotalYang Terlayani
Harus Terlayani Harus
Dilayani Dilayani
NTT 2.069 1.622 78% 0 0 0%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi NTT Tahun 2022

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak
Huni bagi korban bencana Provinsi

Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah Provinsi

Provinsi
Jumlah Total —_— Jumlah Total Jumlah M
Yang Harus Jur(leizhn Capan( Yang Harus Orang Capriat i)
Dilayani g Dilayani Terlayani
Terlayani
NTT 0 0 0 0 0 0

Sumber : Laporan SPM Daerah




2.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi NTT Tahun 2022

Pengelolaan . Pelayanan Pencegahan Pelayanan Penyelamatan | Pelayanan Penyelamatan
ketenteraman dan e dan Kesiapsiagaan dan Evakuasi Korban dan Evakuasi Korban
: Rawan Bencana psiag
Ketertiban Umum Terhadap Bencana Bencana Kebakaran
Pagu Realisasi
Provinsi |Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran |Anggaran
Total | Jumlah Capaian Total | Jumlah o Total | Jumlah Capaian Total | Jumlah Capaian Total | Jumlah Pl SPM SPM
Yang |Orang I()o %) Yang |Orang apo/ Yang |Orang ap:)/ Yang |Orang I()o/) Yang |Orang I()O/)
Harus |Terlayani E Harus |Terlayani (%) Harus |Terlayani (%) Harus |Terlayani L Harus |Terlayani 0
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
NTT 240 240 100 311731 | 311731 100% | 311731 | 146771 | 47.08% | 311731 | 148448 | 47.62% | 311731 | 90049 28,89% | 2.910.004.000
Sumber : Laporan SPM Daerah
2.1.6. Bidang Sosial
Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi NTT Tahun 2022
Rehabilitasi sosial dasar bagi Perlindungan dan jaminan
Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar Laniut penyandang masalah sosial pada saat dan
Penyandang disabilitas Anak Terlantar di dalam Vaia Terlantar di dalam B ail ti kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya setelah tanggap darurat
terlantar di panti Panti diluar HIV/AIDS dan Napza di bencana bagi korban
dalam panti; bencana daerah Provinsi p Realisasi
Provinsi agu Anggaran
Anggaran | gpyr'(Rp)
SPM (Rp)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Total Jumlah L Total |Jumlah S Total Jumlah - Jumlah Jumlah Capaian Total | Jumlah Capaian
Yang Orang po/ Yang |Orang Po/ Yang Orang Po/ Total yg Orang po/ Yang |Orang p(y
Harus | Terlayani el Harus | Terlayani KL Harus | Terlayani (%4 harus Terlayani (4 Harus |Terlayani (%
Dilayani Dilayani Dilayani dilayani Dilayani




Rehabilitasi sosial dasar
Penyandang disabilitas

Rehabilitasi sosial dasar
Anak Terlantar di dalam

Rehabilitasi sosial dasar Lanjut
Usia Terlantar di dalam Panti

Rehabilitasi sosial dasar bagi
penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya diluar HIV /AIDS

Perlindungan dan jaminan
sosial pada saat dan
setelah tanggap darurat

terlantar di panti Panti dan Napza di dalam panti; bencana bagi korban
bencana daerah Provinsi P Realis
Provinsi agu Anggat
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggaran | gpp (
Total | Jumlah |, . Total | Jumlah ‘ Total | Jumlah : Jumlah Jumlah .| Total | Jumlah : SPM (Rp)
apaian Capaian Capaian Capaian Capaian
Yang |Orang %) Yang |Orang (%) Yang Orang %) TotalYang Orang (%) Yang |Orang (%)
Harus | Terlayani Harus |Terlayani Harus Terlayani Harus Terlayani Harus |Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
NTT 50 50 100% 270 270 100% 131 131 100% 50 50 100% 1 1

Sumber : LaporanSPM Daerah




2l2l

Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi NTT ditemukan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan
Bidang Pendidikan di Provinsi NTT secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib
pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai
berikut:
1) Data Seluruh Penduduk Penyandang Disabilitas berdasarkan Usia
masih belum tersedia;
2) Penyerapan program dan Anggaran mengalami Refocusing;
3) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat tentang Ijin
Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta;
4) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat tentang Ijin

Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta;

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan
urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah
dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi
dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum

terakomodir dengan baik.

2) Pelaporan belum tepat waktu.
3) Ketersedian SDM yang terlibat dalam layanan masih dibutuhkan.
4) Anggaran untuk pendataan prakrisis belum tersedia.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provisi secara umum
mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih
terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,
adalah sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;



2) Belum tersedianya basis data yang akurat;

3) Belum terintegrasinya program, Kkegiatan dan sub kegiatanSPM
terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan
sehinggaindikator layanan belum tercapai;

4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM
seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4, Perumahan Rakyat
Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Provinsi NTT
secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik,
namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Minimnya alokasi anggaran;
2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinyaprogram, kegiatan dan sub
kegiatankebencanaan;
3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
4) Status Tanah yang tidak jelas;
5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Provinsi NTT secara

umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM,
adalah sebagai berikut:
1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;

3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang
tanggap darurat dan penanggulangan;

4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah
ditetapkan,;

5) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di
22 Kabupaten/Kota,;

6) Belum tersedinya sarana dan prasarana yang memadai.



2.2.6. Sosial
Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi NTT berkembang seiring
waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam
pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:
1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM,;
2) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dapat tertangani,
3) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan
sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak
berjalan optimal.

4) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.




BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN
PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung
dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya
dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari
solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi
dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan
strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan
pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang
diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai
berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi
Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam
program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
Strategi pencapaian SPM Provinsi NTT Bidang Pendidikan adalah

sebagai berikut:

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN

2

3

4

5

Program SPM
Pendidikan anak usia
16-18 tahun

Kegiatan pemenuhan
layanan dasar SPM
(SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK)

Pendataan warga negara usia 16
(enam belas) sampai 18 (delapan
belas)jtahun yang tidak

sekolah

Peserta didik

pemberian biaya pendidikan
kepada peserta didikdari
keluarga tak mampu sampai lulus

Peserta didik

penyediaan layanan pendidikandi
wilayah yang kekurangan
daya tampung

Peserta didik

penyediaan layanan pendidikan
di wilayah yang ditetapkan
sebagai daerah terdepan, terluar
dan tertinggal

Peserta didik




Pemenuhan kualitas
dan pemerataan hasil
belajar peserta didik
(SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK)

pemberian layanan
pendampingan kepada satuan
pendidikan untuk mencegah
perundungan kekerasan pada
anak paling sedikit 1 {satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Unit komunitas

Fasilitas

pelatihan’/seminar /lokakarya
penguatan kompetensi kepala
sekolah dan guru

Kegiatan

Pemenuhan kualias dan
pemerataan layanan
satuan
(SMA/SMK/PAKET
C/MA/MAK)

pemberian layanan
pendampingan kepada satuan
pendidikan untuk mencegah
perundungan kekerasan pada
anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

pemeriksaan kondisi bangunan
sekolah dasar paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu} tahun

Kegiatan

perbaikan terhadap kondisi
bangunan satuan pendidikan
yang rusak sedang dan rusak
berat

Kegiatan

sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
peningkatan kualitas layanan
termasuk pentingnya inklusivitas
dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik , agama,
suku, dan budaya

Kegiatan

kepada satuan pendidikan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun ajaran

Pemenuhan jumlah
pendidik dan tenaga
kependidikan
(SMA/SMK/PAKET C)

pemetaan dan penataan
penempatan unuk pemerataan
pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas
untuk pemerataan pendidik dan
tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

pengajuan formasi guru ASN
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Guru

penyediaan guru pembimbing
khusus paling sedikit 1 (satu)
orang pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif

Kegiatan

penempatan lulusan pendidikan
dan pelatihan calon kepala
sekolah /lulusan guru pengerak
sebagai kepala sekolah

Kegiatan

penempatan lulusan pendidikan
dan pelatihan calon pengawas
sekolah /lulusan guru pengerak
sebagai kepala sekolah

Kegiatan

pemetaan kecukupan jumlah

pengawas sekolah untuk satuan
pendidikan

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan
Menengah

Pemenuhan kualitas
pendidik dan tenaga
kependidikan
(SMA/SMK/PAKET C}

peningkatan kualifikasi dan
kompetensi bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang
belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan

Kegiatan




kepuasan dunia kerja
terhadap budaya kerja
lulusan SMK

pemberian beasiswa atau
bantuan biaya pendidikan
dalam peningkatan kualitas dan
kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik dan
teaga
kependidikan

fasilitasi kepala sekolah atau guru
yang belum memiliki sertifikat
guru penggerak untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan guru
penggerak

Kegiatan

Fasilitasi kemitraan dunia kerja
dan SMK untuk menyesuaikan
pembelajaran di SMK terhadap
dunia kerja

Kegiatan

Program SPM
pendidikan
khusus

Kegiatan pemenugah
layanan dasar SPM
Pendidikan Khusus

Pendataan warga negara usia 4
(empat) sampai dengan 18
(delapan belas) tahun
penyandang disabilitas yang
tidak bersekolah

Peserta didik

pemberian biaya pendidikan
kepada peserta didik
berkebutuha khusus dari
keluarga tidak mampu sampai
lulus

Peserta didik

penyediaan layanan pendidikan
di wilayah yang kekurangan daya
tampung

Peserta didik

penyediaan layanan pendidikan
di wilayah yang ditetapkan
sebagai daerah terdepan, terluar
dan tertinggal

Peserta didik

Pemenuhan kualitas
dan pemerataan hasil
belajar peserta didik
Pendidikan Khusus

Pembentukan komunitas belajar
dan memastikan guru, kepala
sekolah dan pengawas sekolah
terlibat aktif dalam kominutas
tersebut

unit komunitas

pelatihan / seminar / lokakarya
pemguatan kompetensi kepala
sekolah dan guru

Kegiatan

pemenuhan kualitas
dan pemerataan
layanan

pemberian layanan
pendampingan kepada satuan
pendidikan untuk mencegah
perundungan kekerasan pada
anak paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan

Kegiatan

pemeriksaan kondisibangunan
sekolah dasar paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Kegiatan

perbaikan terhadap kondisi
bangunan satuan pendidikan
yang rusak sedang dan rusak
berat

Kegiatan

sosialisasi kepada satuan
pendidikan mengenai
peningkatan kualitas layanan
termasuk pentingnya inklusivitas
dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik , agama,
suku, dan budaya kepada
satuan pendidikan paling sedikit
1 (satu) tahun ajaran

Kegiatan




Pemenuhan jumlah
pendidik dan tenaga
kependidikan

1 pemetaan dan penataan
penempatan unuk pemerataan

pendidik dan tenaga
kependidikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

2 distribusi pendidik dan tenaga

kependidikan yang berkualitas

untuk pemerataan pendidik dan

tenaga kependidikan

Pendidik dan
tenaga
kependidikan

3 pengajuan formasi guru ASN

sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Guru

4 penyediaan guru pembimbing

khusus paling sedikit 1 (satuj)
orang pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
pendidikan inklusif

Kegiatan

dan pelatihan calon kepala
sekolah /lulusan guru pengerak
sebagai kepala sekolah

penempatan lulusan pendidikan

Kegiatan

dan pelatihan calon pengawas
sekolah /lulusan guru pengerak
sebagai kepala sekolah

penempatan lulusan pendidikan

Kegiatan

7 pemetaan kecukupan jumlah
pengawas sekolah untuk satuan

pendidikan

pengawas

Pemenuhan kualitas
pendidik dan tenaga
kependidikan di satuan
pendidikan khusus

1 peningkatan kualifikasi dan

kompetensi bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang

belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan

kegiatan

2 pemberian beasiswa atau

bantuan biaya pendidikan

dalam peningkatan kualitas dan
kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan

pendidik dan
tenaga
kependidikan

yang belum memiliki sertifikat

guru penggerak untuk mengikuti

pendidikan dan pelatihan guru
penggerak

fasilitasi kepala sekolah atau guru

kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PROGRAM

2

3

4

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi

1 Pengelolaan pelayanan
kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana

2 Pengelolaan pelayanan

kesehatan bagi penduduk
pada kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)

Orang




3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 i 2 3 4 5
1 |PROGRAM Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, Dokumen
PENGELOLAAN DAN Pengembangan Sistem strategi dan teknis SPAM
PENGEMBANGAN Penyediaan Air Minum
SISTEM PENYEDIAAN AIR | (SPAM) Lintas 2  Supervisi Liter/Detik
MINUM Kabupaten/Kota pembangunan/peningkatan/pe
rluasan/ perbaikan SPAM
3 Pembangunan baru SPAM Liter/Detik
jaringan perpipaan
4 Peningkatan SPAM jaringan SR
perpipaan
5 Perluasan SPAM jaringan Dokumen
perpipaan
6 Perbaikan SPAM jaringan SR
perpipaan
7 Fasilitasi kerja sama Kabupaten/
pengelolaan SPAM regional Kota
lintas Kabupaten /Kota
8 Pembinaan teknis SDM dan Kabupaten/
kelembagaan pengelolaan Kota
SPAM Provinsi
9 Operasi dan pemeliharaan Unit
SPAM lintas Kabupaten/Kota
10 Survei dan investigasi untuk Dokumen
pengembangan SPAM lintas
Kabupaten /Kota
11 Penyediaan lahan untuk Ha
pengembangan SPAM lintas
Kabupaten /Kota
12 Pembentukan organisasipengelola| Badan Usaha
SPAM lintas Kabupaten/Kota
2 | PROGRAM Pengelolaan dan 1 Penyusunan rencana, kebijakan, Dokumen
PENGELOLAAN DAN Pengembangan SistemAir strategi dan teknis Sistem
PENGEMBANGAN Limbah Domestik Pengelolaan Air Limbah
SISTEM AIR LIMBAH Regional Domestik
2 Pemicuan Perilaku Hidup Bersih Dokumen
dan Sehat (PHBS) dan
pembinaan penyediaan
prasarana Cubluk
3 Pembangunan Sistem Rumah
Pengelolaan Air Limbah Tangga
Domestik terpusat
4 Rehabilitasi/peningkatan/perlua Rumah
san Sistem Pengelolaan Air Tangga
Limbah Domestik regional
5 Supervisi Dokumen
pembangunan /rehabilitasi/pen
ingkatan/ perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik terpusat
6 Pembinaan teknis dan Kelompok
pemberdayaan masyarakat Masyarakat

dalam Pengelolaan Air Limbah
Domestik




NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

3

4

5

7 Pengembangan SDM dan

kelembagaan Pengelolaan Air
Limbah Domestik

Orang

Fasilitasi kerja sama Pengelolaan
Air Limbah Domestik lintas
Kabupaten/Kota

Dokumen

Operasi dan pemeliharaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

Unit

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

3

4

PROGRAM
PENGEMBANGA
NPERUMAHAN

Pendataan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Provinsi

Identifikasi perumahan dilokasi
rawan bencana atau terkena
relokasi program Provinsi

Dokumen

Identifikasi lahan-lahan potensial
sebagai lokasi relokasi
perumahan

Dokumen

Pengumpulan data rumah
korban bencana kejadian
sebelumnya yang belum
tertangani

Dokumen

Pendataan tingkat kerusakan
rumah akibat bencana

Dokumen

Pendataan dan verifikasi
penerima rumah bagi korban
bencana alam atau terkena
relokasi program Provinsi

Dokumen

Pendataan rumah sewa milik
masyarakat rumah susun dan
rumah khusus

Dokumen

Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Provinsi

Rehabilitasi rumah bagi korban
bencana

Unit Rumah

Penyusunan Site Plan dan/atau
Detail Engineering Design (DED)
bagi rumah korban bencana
atau relokasi program Provinsi

Dokumen

Pengadaan lahan untuk
pembangunan rumah bagi
korban bencana

Pembangunan rumah bagi
korban bencana

Unit Rumah

Pembangunan rumah khusus
beserta PSU bagi korban
bencana atau relokasi program
Provinsi

Unit Rumah

Operasional dan pemeliharaan
lingkungan perumahan pada
relokasi program Provinsi

Unit Rumah




3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum,

DanPelindungan Masyarakat

NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

2

3

4

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (Satu) Daerah Provinsi

Pencegahan gangguan
ketenteraman dan ketertiban
umum melalui deteksi dini dan
cegah dini, Pembinaan dan
penyuluhan, Pelaksanaan
patroli, Pengamanan dan
Pengawalan

Penindakan atas gangguan
ketenteraman dan ketertiban
umum berdasarkan Perda dan
Perkada melalui penerbitan dan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa

Kasus

Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat
tingkat Provinsi

Dokumen

Pemberdayaan perlindungan
masyarakat dalam rangka
ketenteraman dan ketertiban
umum

Dokumen

Peningkatan kapasitas SDM
Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan
Masyarakat termasuk dalam
pelaksanaan tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia

Orang

Kerja sama antar lembaga dan
kemitraan dalam teknik
pencegahan kejahatan

Dokumen

Penyusunan SOP ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat

Dokumen

Penyediaan layanan dalam
rangka dampak penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Sistem
Informasi
Elektronik

Penegakan Peraturan
Daerah Provinsi dan
Peraturan Gubernur

Sosialisasi penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Gubernur

Laporan

Pengawasan atas kepatuhan
terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur

Laporan

Penanganan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur

Laporan

Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi

Pengembangan kapasitas dan
karier PPNS

Laporan

Pencegahan
Penanggulangan,Pe
nyelamatan

Penyelenggaraan
Pemetaan Rawan
Bencana Kebakaran

Penyediaan dan Pemuktahiran
Informasi Daerah Rawan
Kebakaran dan Peta rawan

Peta




NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
Kebakaran dan kebakran
Penyelamatan Non
Kebakaran 2 Bimbingan teknis terkait Laporan
pencegahan
penanggulangan,penyelamata
n
kebakaran dan penyelamatan
non kebakran Provinsi dan
Kabupaten/Kota
3 Penyusunan dan pemuktahiran Laporan
rencana induk sistem proteksi
kebakaran
3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 |PROGRAM Rehabilitasi Sosial Dasar | 1 Penyediaan permakanan Orang
REHABILITASI SOSIAL | Penyandang Disabilitas
Terlantar di dalam Panti Penyediaan Sandang Orang
Penyediaan asrama yang Orang
mudah diakses
Penyediaan alat bantu Buah
5 Penyediaan perbekalan Paket
kesehatan di dalam panti
6 Pemberian bimbingan fisik, Paket
mental, spiritual dan sosial
7 Pemberian bimbingan aktivitas Paket
hidup sehari-hari
8 Fasilitasi pembuatan Nomor Orang
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